
BUF'ATI TAKALAR 
PROVI NS! SULAWESI SELA1"AN 

PERA.TUHJIN BUPATI TAKAl.AR 
NOMOll : 07 TAHUN 2019 

TEMTANG 

PEN ELOLAAN DAN Pl:MIINFAATAN DANA NON KAPITASI 
JAMIMAN KESEHATAN NASICNAL 

PAllA PUSKESMAS 

BUPATI TAKALAR, 

Menimbang · a. b wa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu 
ad nya pengelolaan dan ,pemanfaatan alokasi dana non kapitasl Jaminan 
K hatan Nasional pada Puskesmas; 

b. ba wa berdasarxan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a perlu 
m netapkan Per:nuran Bupati tentang Pengelolaan den Pemanfaatan Dana Non 

K itasi Jaminan Kesehatan liasional pada Puskesmas Tahun 2018; 

Mengingat 1. Un ang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten:ang Pembentukan Daerah Tlngkat II di 
Su wesi (l.srnbaran Negars Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Ta bahan Lembaren llegara 'iomor 1822) 

2. Un ang-Undang Nomir 29 Tahun 2004 tcntang Praktek Kedokteran (Lembaran 
N ara Republik Indonesia T�11un 2004 No.nor 116, Tambahan Lembaran Negara 
No or 4431); , 

3. Un ang-Undang Momor 40· Tahun 2004 te 1tang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(L baran l�egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan 
Le bamn Ne,gara Republik lpdonesia Norn ,r 4456); 

4. Un ang-Undang Nomor 25 ·r,hun 2009 ·entang Pelayanan Publik (Lembaran 
N ara Republik Indonesia Talen 2009 No.nor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Re ublik Indonesia Nomor 503'3); 

5. Un ang-Undang Nomor 36 iTthun 2009 t,,ntang Kesehatan (Lembaran Negara 
Re ublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Re ublik Indonesia Nomor 50€3); 

6. Un ang-Undang Nomc,i 24 Tahun 2011 t mtang Baden Penyelengga Jaminan 
,al (Lembaran Meg"'a Rep_blik lndones a Tahun 2011 Nomor 116 , Tambahan 

Le baran Nega;a Republik lndmesia Nom<-r5256); 
7. Un ang-Undang·Nomoc 23 Tahun 2014 ten·ang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

N ara Republik: Indonesia Tahun 2014 Nm ior 244, 
Ta bahan Lernbaran Negara Republik lrdonesia Nomor 5587) sebagaimana 
tel diubah beberapa kali, terakhir dengan Jndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Le baran, Negara Rapublik Indonesia •. ahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Le baran Nejara !'lomor 5679:; 

I 



8. eraturan Presiden Nome» 12 Tahun 201,, tentang Jaminan Kesehatan 
Lembaran Negara '<epub:i� Indonesia T, hun 20 t 3 Nomor 29) sebagaimana tel ah 
iubah dengan Paraturan Presiden NomJr 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
epublik Indonesia Tar.un 2013 Namer 215); 

9. eraturan Presider Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelotaan Dana dan 
emanfaatan Dana Kapltasl Jaminan l(esehatan Nasional pada Fasilltas 
esehatan Ting:<at Pertama Milik Pemenrrah Daerah (Lembaran Negara Republik 
donesia Tahun 2014 Namer 81); 

10. eraturan Menten �:�sehat;in Nomor 6l Tahun 2013 tentang Standar Tani 
elayanan Kesehah,n Pada _Fasililas Ke ;ehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 
esehatan Tingkal Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 
esehatan (Ben'.a N,3gara Republik lndoni sia Tahun 2013 Namer 1392); 

11 .  eraturan Menr.eri l(esehatan Nomor 71 T ahun 2013 ten tang Pelayanan 
esehetan Pada Jam nan f(esehatan Nasbnal (3·,nta Negara Republik Indonesia 
ahun 2013 Nornor : '-00); 

12. eraturan Menteri l(esehalan Namer 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 
laksanaan PrJgru1 Jarninan Kesehat m Nasional (Senta Negara Republik 

I donesia Tahun 2014 Nom�r 874); 
13. raturan Menteri l<,isehatan Nomor 5!· Tahun 2014 tentang Standar Tani 

layanan Keseha�1n Dalar1 Penyeleng iaraan Program Jaminan Kesehatan 
( erita NegaraRapublik 'ndorasia Tahun ,J14 Nemer 1287); 

14. P raturan Oaeran Kabepaten Takalar Nemer 01 Tahun 2008 tentang Urusan 
P msrintehan Daerah yang Menjadi Kewe11angan Pemenntah Kabupaten Takalar 
( mbaran Daerat, Kabupaten Takalar Tahun 2008 Namer 90, Tambahan 
L mbaran Daerah Nemer 49); 

15. P raturen Daerah Ka,Jpaten Takalar Nam ,r 1 Taoun 2009 tentang Pokok-Pokok 
P ngelolaan �euangm, Daerah (Lembaran Daerar Kabupaten Takalar Namer 98, 
T mbahan Lembaran DaaraH Namer 57); 

16. Pe tu ran Daerah {ab•ipaten Takalar Noma, 4 T ah• m 2(112 tentang Retribusi Jasa 
U um (Lembaran Dae.rah Kabupaten Tai afar .Nomor 4, Tambahan Lembaran 
D erah Nomoi ·,2 sebaqarnana telah diubah deogan Peraturan Daerah 
K bupaten Takalar �cmor 11 Tahun 201" tentang Perubahan Alas Peraturan 
D rah i<abupatea Tal:alar 1omor 4 Tahu11 2012 tentang Retribusl Jasa Umum 
(L mbamn Daetah l(,ibupaten Takalar 1 ahun 1017 Nomor 13, Perubahan 
Le baran Daerah Kat,upaten:Takalar Nome· 111) .  

- M::MJTU!,K�N: 
, 

PERATU N BUPATI TENTIING FEl'IGELOLAA� DAN PEM�NFAATAN DANA NON 
·, ' 

KAPITASI AMIN.�N K�SEHA .• AN NilSIONAL PADI. PUSKESMAS. 

BAl�I 
. Hl::TENTUAN UMUM 

Pasat ·1 
Dalam Peraturan Bupati ini ang drnaksud oen,1an : ·. 
1. Daerah adalah Kabupa en T akalar. · 
2. Pemerintah Daerah ad lah B�pati dan per.i 1gkat daerah sebag, i unsur pen113fenggara pemenntahan 

daerah. 
3. Bupati adalah Bupati T kalar. 
4. Dinas Kesehatan adala Dinas KesehEtan Kabup.iten Takalar. 
5. Kepala Dinas adalah K pala Dinas Kssehatan f(abupmen Takala·. 

Menetapkan : 



6. Kepala Puskesmas dalah Pimpinan UPTD Puskesmas di Kabupaten Takalar. 
7. Jaminan Kesehata adalah jaminan barupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemelihara n kesehatan dan pertindungan dalam memenuhl kebutuhan dasar kesehatan 
yang dlberikan kep da setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
pemerintah. 

8. Sadan Penyelengga Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah 
badan hukum yang bentuk untuk men'(elenggarakan program Jaminan sosial bidang kesehatan. 

9. Pelayansn Kesehata adalah sagala bentuk kegiatan yang dibsrikan kepada seseorang dalam rangka 
observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan Jainnya yang dilakukan di Puskesmas, 
Puskesmas Pemban u, Puskesrnas Kelillng, Poskesdes dan Poskeskel. 

10. Fasilitas Kesehatan ang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasi1itas kesehatan yang digunakan 
untuk menyelenggar kan upaya oolayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif 
maupun rehabilitativ yang dilakukan oleh Pemerintah, Pernermteh Daerah, dan/atau Masyarakat. 

11 .  Pusat Kesehatan asyarakat yang selanjuinya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang enyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 
perseorangan tingka pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotil dan preventif, untuk 
mencapai derajat ke hatan masyarakat 1ang setinggi-tinggin-,a di wilayah ke�anya. 

12. Pelayanan Kesehat Tingkat Pertama adalah: Pelayanan Kf!sehatan Perorangan yang bersifat non 
spesialistik (primer) eliputi pelayar.an rawal jalan dan rawat I isp, 

13. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah '.pelayanan kesehatsr perorangan yang bersifat non 
spesiallstik yang dlla anakan pada Fastes Tingkat Pertsma untuk keperluan observasl, diagnosis, 
pengobatan, dan/ata pelayanan kesehatan lainnya. 

14. Rawat lnap Tingkat ertema {RITP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non 
spesialistlk yang dil sanakan pada Puskesmas Perawatan mtuk kepertuan observasi, perawatan, 
diagnosis, pengobatar, dan/atau pelayanan medis lainnya. . 

15. Jasa Pelayanan Kes,hatan adalah imbalar yang dhenma oleh pelaksana pelayanan atas Jasa yang 
diberikan kepada pasrn dalam rangka observasi, diagnosis, i,mgobatan, konsultasi visite, rehabilitasi 
medik dan atau pelayrnan lainnya:: . 

16. Jasa Saran a adalah balan yang: diterirna oleh saran a kese hatan atas pemakaian sarana fasilitas 
puskesmas dan jarin annya tenmasuk pemakaian bahan da 1 alat habls pakai, akomodasi pasien 
rawat lnap, kegiatan p motif dan pteventif yang disetor ke Ka, Daera'l. 

17. Tari! Non Kapitasi dalah bessran pombayaran klaim 01e·1 BPJS Kesehatan kepada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pe ama berdasarkan Janis dan jumlah pelayanan keset,atan yang diberikan. 

18. Klaim adalah besara tagihan atas pelayananirawat jalan maupun rawar inap yang dibayarkan ke 
Fasilitas Kesehatan. 

19. Pelayanan-Non Kapita adalah pelayanan yang diberikan kepaJa pesnrta dan tercakup dalarn benefit 
yang berhak diterima leh peserta.BFJS l<er.ehatan dan dibaJ arkan oesuai dengan Jenis dan jumlah 
pelayanan. 

SAS II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud drtetapkanny Peraturan .Bupati ,ni untuk membe.ikan arah dan acuan teknis dalam 
pengelolaan dana non pitasi Jamnan Kesehatan Nasional. 

(2) Tujuan ditetapkannya eraturan Bu.ati ini adalah memberikar kepasnan liukum dalam pengelolaan 
dana non kapitasi Jam nan l<esehatcn Nasiocal. 



BAB Ill 

ELAYANAN KESEHATAN JAMINAN ·<ESEHATA!I 

l!ASIONAL 

Pasal3 
Jenis Pelayanan Kesehata dengan Jaminan Ke,;ehalan Nasional '.JKN) tdalao memberikan jaminan agar 
peserta memperoleh man aat pemoliharaan kesehatan dan pert,ndungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan diberikan epada Peserta JKN can keluarganya yang beriaku secara nasonal. 

BABIV 

SUMBE DAHA, PENYALURAN DAMA DAN Pl:MANF.6.ATAN DANA 

Pasal4 
Biaya Jaminan Kesehatan ntuk Perert, .Y.N Penerima Bantuan lrrran (P�I) bersumeer dari iuran peserta 
yang dibayarkan oleh pem rintah dan �iaya Jaminan Kesehatar. Peserta JKM Non PBI bersumber dari 
iuran yang dibayar oleh pes rta, perr beri kerja dan a tau pemerintat . 

Pasal5 

(1) Dana Non Kapitasi rta J'<N :tisetor oleh BPJS Kese1atan te Rekening Dinas Kesehatan 
Kabupaten Takala, se ap bulan sasuai klain yang diajukan m:rsing-rrasing Puskesmas 

(2) Dana Non Kapitasi ng ada di P.ekening Dinas Keseh,tan Kcbupalen Takalar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah dar seluruhnya disetor ke Kas Daerah 
Kabupaten T akalar. 

(3) Dana Non Kapitasi yan ada pada Kas Daerah Kabupaten Tal'.alar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) yang telah terak modir pida DPA masing-masing Puskesrras l.ingkup Dinas Kesehatan. 
Kabupaten Takalardic irkan berdaserkan aturan pengelolaan :euangan y,ng bertaku. 

(4) Besaran -dana non k pitasi smagaimana dimaksud pada ayat 1.3) dibayarkan ke Puskesmas 
berdasarkan Peraturan Menteri Keso1aran liornor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan 
Kesehatan dalam peny lenggaman Program JKN. 

Pasal6 
(1) Dana Non Kapitasi yan diterirra o!eh Dines Kesehalan dari Sadan Peny,,lenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan yang selanj ya dis,,rah·:an ke puskesmas dimanfilatkan uetunrhnya untuk: 
a. pembayaran jasa pel yanan l:esehatan; dan 
b. Operasional Puskes ras · 

(2) Alokasi Dana Non rpitasi rmfuk pembayaran jasa pel 1yonan kesehatan dan Operasional 
Puskesmas sebagaima a dima�sud pada ayat·(1) untuk tiap 0uskesmas ::ercantum pada Lampiran 
yang merupakan satu k satran yaris !dak terpismkan dari Per sturan supau ini. 

Pasai'7 

Alokasi Dana Non Kapitasi ;tul< perribayaran jasa pelayanan kes,hatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf a da ayat (,) dimanfaal.<an: untuk pemba·•aran jasa palayanan kesehatan bagi 
tenaga kesehatan dan tenag non kesehalan y,ng tertibat di dalam I egiatan pela·1anan kesehatan. 

Pasa18 

Setiap penerimaan kornponen jasa pelayanan dari semua jenis pe layanan diatur Pola Pembagian. Jasa 
Pelayanannya :antuk pembe pelayanan lang;ung dan pemberi pelayanan tide,, langsung sebaga,mana 
tercantum pada Lampiran II p raluran Bupati ini yang merupakan sau kesa.uan yang tidak terprsahkan. 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 



BABV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pas al 9 

(1) Kepala Puskesma secara periodik waj,b melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaanrimpleme tasi pembagian Jasa Pelayanan. 

(2) Kepala Puskesmas m lakukan pengukuran lndeks Kepuasan Karyawan (IKK) dan lndeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) se agai lndlkator kepuasan ternadap pelaksanaan Pembagian Jasa Pelayanan 
dan lndikator kinerja p layanan kesehatan yang hermutu. 

Pasal 10 

Dengan berlakunya Peratu n Bupati ini, maka Peratuan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
Alokasi Dana Non kapitasi aminan Keseiatan Nasional pada Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

BABVI 
l(ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1' 
Peraturan Bupati ini mulai rlaku pada tanggal diund�ng<an. 
Agar setiap orang mengetahuinya; jllemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Ben Daerah Kabupaten Takalar. 

Ditetapkan di Takalar 
pada tanggal 

BUPATEN TAKALAR 



LAMPIRAN PERATURAN BU ATI TAKALAR 
NOMOR 07 Ta un :i,,19 
TANGGAL 

TENTANG 
PENGELOLAAN DAN PEMA FAATAN DAIIA NON KAPITASI 
JAMINAN KESEHATAN NAS ONAL 
PADA PUSKESMAS 

Pelayanan Non Kapitasi terdiri dari : 
1. Pelayanan Rawat lnap 
2. Pelayanan Peraalinan 
3. Pelayanan Ambulans IR ukan ( sesuai Jarak oari Puslcesmas ke Rur1ah Sak,t) 

4. Pelayanan Antenatal Ca 
5. Pelayanan Perinatal Care 
6. Pelayanan KB 
7. Pelayanan Pemeriksaan ula Darah Pro anis (Promo:if Preventlt) 

8. Pelayanan Protesa Gigi 
9. Pelayanan IVA Test 
Pemanfaatan Dana Non Kapi si di Puskesmas terdiri dari: 

1. Jasa Pelayanan Keseha n sebesar 6�.ii (Enam Puluh Persen) dari total Dnna. Adapun Pembagian jasa tiap 
Pelayanan akan diaturda1 m Surat Kel)Utu!)an Kepala [)inas Kesehatan Kab. Takalar 

2. Belanja OperasionaJ Pus mas sebesar 4003 (Empat Puluh Persen) dart totat dena. Adapun Pemanfaatannya 

dapat digunakan untuk : 
a. Belanja Alkes • 
b. BelanjaBMHP (cont h : Pengisian Ta�Lng Oksig,n, Strip Pemariksaar, Kasa, dan Belanja Medls Habis 

Pakal Lainnyaj 
c. Pelayanan Kesehata dalam Gedung den Luar Gedung 

d. Operasional dan Pe liharaan Kendaraan termsstk BBM 

e. Belanja.ATK 
f. Belanja Cetak 
g. Admlnlstrasi Keuanga 
h. Pemeliharaan Sarpra 

i. Belanja.Makan Minu Pasien (Rp. 36.0011 ! Han I Pasien) sesuai SB� Ka,. Takalar Tanun 2019 

j. Belanja Makan Minu Petugas Jaga 
k. Belanja Jasa Pihak K Uga 

Untuk pengelol,jan Keuangan tap mengacu pada 1\turan Pengelolaan Keuangan Daemh Kab. Takalar 

. .  
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